
: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 
Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2015 Nomor 61) ; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Tahun 
2016 Bab V Nomor 24 yaitu dalam hal pemerintah 
daerah mempunyai kewajiban terkait dengan 
pekerjaan yang telah selesai pasa tahun anggaran 
sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada 
akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 
sesuai kode rekening berkenaan ; 

c. Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud 
huruf b terlebih dahulu melakukan perubahan atas 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 
Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada 
Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam 
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2016 ; 

d. bahwa dalam rangka Pemerintah Kabupaten Tegal 
memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga tahun 
2015 maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun Anggaran 2016; 

BUPATI TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 61 TAHUN 2015 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR g TAHUN 2016 

BUPATITEGAL 
PROVINS! JAWA TENGAH 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan 
Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 . Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia 
Nomor 5049 ); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

ten tang 
Dalam 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3613); 

Mengingat: 



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3321); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012 
Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972 ), terak:hir diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5351); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahu 2010 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 



25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Alruntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165}; 

26. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533}; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa · ka1i 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 92); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lernbaran Daerah Nornor 17); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 
Nomor 21); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2009 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 9 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola 
Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 33}; 



2. Lampiran Peraturan Bupati Tega! Nomor 61 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tega! Tahun Anggaran 2016 tetap berlaku kecuali hal-hal yang telah 
diubah sebagaimana dimaksud pada angka 1. 

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 
61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2015 Nomor 61) diubah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 61 TAHUN 2015 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2014 - 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2014 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tega! Nomor 13); 

36. Peraturan Bupati Tega! Nomor 61 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 61 ). 



HARON SAGAS PRAKOSA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR ... g 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 1 ru ru c:trt #-0 t G 

Ditetapkan di SLA WI 
pada tanggal i f'e6rVOlr1 ~ot G 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tegal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


